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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha

Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara

Nugraha-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan Tahun 2027 dapat disusun sebagai bagian dari

tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Ranwal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027

disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029, dengan

berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas

pembangunan sektor pariwisata, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dokumen ini memuat gambaran umum kondisi

pelayanan perangkat daerah, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta

rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.

Dokumen Ranwal Renja ini dimaksudkan sebagai pedoman awal

dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Tahun 2027, serta sebagai bahan dalam proses sinkronisasi dan

harmonisasi perencanaan perangkat daerah dengan dokumen

perencanaan daerah lainnya. Diharapkan Ranwal Renja ini dapat menjadi

dasar dalam pembahasan pada Forum Perangkat Daerah dan tahapan

perencanaan selanjutnya, sehingga program dan kegiatan yang

direncanakan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan

pariwisata daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan

dalam penyusunan Ranwal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Tahun 2026, sehingga usul dan saran yang bermanfaat sangat kami

harapkan demi kesempurnaan penyusunan Ranwal Renja dimasa yang

akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh

pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga

Ranwal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027 dapat
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dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan

pariwisata di Kabupaten Tabanan.

Singasana, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan

A.A Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690621 198903 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka menjamin keterpaduan dan

kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah

wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) sebagai

tahapan awal dalam proses penyusunan Renja.

Ranwal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027

disusun sebagai penjabaran tahun ketiga dari Renstra Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat gambaran umum

kondisi pelayanan, isu strategis, serta arah kebijakan dan program prioritas

yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan

sektor pariwisata daerah.

Penyusunan Ranwal Renja ini dimaksudkan untuk menjamin

keselarasan antara perencanaan Perangkat Daerah dengan kebijakan

pembangunan daerah, serta sebagai dasar dalam proses sinkronisasi,

harmonisasi, dan integrasi perencanaan melalui Forum Perangkat Daerah dan

tahapan perencanaan selanjutnya. Selain itu, Ranwal Renja ini juga menjadi

dasar dalam perencanaan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Dinas

Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027 yang disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan

direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, Ranwal Renja

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi

pedoman awal dalam penyusunan Renja yang efektif, efisien, terukur, dan

akuntabel.
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1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan Tahun 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6987);

6) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di

Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemeritah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 29);

10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);
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15) Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

16) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar

Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Berita Daerah Provinsi Bali

Tahun 2021 Nomor 52);

17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar

Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi

Bali Tahun 2020 Nomor 5);

18) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan

Pembangunan Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 4);

19) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

20) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

21) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1);

22) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2024 Nomor 4);

23) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029;
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24) Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi

Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

25) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penilaian Dan Penetapan Desa Wisata;

26) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;

27) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

28) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2025 Nomor 29);

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas

Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman

awal dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas

Pariwisata pada Tahun 2027, serta sebagai bahan sinkronisasi dan

harmonisasi perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Tahun 2025–2029 ke dalam rencana kerja tahunan;

2. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata

dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027;

3. Menjadi dasar dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah serta tahapan

penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2027;
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4. Menjadi acuan awal dalam penyusunan kebutuhan pendanaan program

dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

5. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan perencanaan dan laporan kinerja

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

6. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor pariwisata yang terarah,

terukur, efektif, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN

TABANAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Dearah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN

TABANAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

KABUPATEN TABANAN

BAB V PENUTUP
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun

sebelumnya merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan

pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian

sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta mengukur

kontribusinya terhadap pencapaian target Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara

target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan,

baik indikator output maupun outcome.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu menjadi dasar dalam

mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, dan kendala yang dihadapi

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk faktor

pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Selain itu, evaluasi ini juga

digunakan untuk menilai konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan program

dan kegiatan terhadap target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra

Perangkat Daerah.

Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif

mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan,

serta menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan kinerja pada

tahun yang direncanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun

lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel evaluasi

sebagai berikut.
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Kode
Urusan/ Bidang

Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)

Tahun 2027

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d
dengan
Tahun
2024

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2025 Target

Program
dan

Kegiatan
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2026

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah

Tahun 2025

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2025

Tingkat
Realisasi

(%)

Realisasi
Capaian

Program dan
Kegiatan s/d

Tahun
Berjalan

(Tahun 2026)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7-6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3 URUSAN

PEMERINTAHAN
PILIHAN

3.26 BIDANG URUSAN
PARIWISATA

3.26.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

76 (BB) 84,38% 100% 100% 100% 100% 100%

3.26.01.2.01 Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah

6 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen

3.26.01.2.02 Kegiatan Adminitrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

12 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.26.01.2.06 Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Persentase Tersedianya
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100% 91,42% 100% 100% 100% 100% 100%
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Kode
Urusan/ Bidang

Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)

Tahun 2027

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d
dengan
Tahun
2024

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2025 Target

Program
dan

Kegiatan
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2026

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah

Tahun 2025

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2025

Tingkat
Realisasi

(%)

Realisasi
Capaian

Program dan
Kegiatan s/d

Tahun
Berjalan

(Tahun 2026)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7-6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.26.012.07 Kegiatan Pengadaan

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen
Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah
(RKBMD) Pemeliharaan
yang tersedia

1 dokumen 50% 5 unit 5 unit 100% 6 unit 6 unit

3.26.01.2.08 Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.26.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahaan Daerah

Jumlah Dokumen
Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah
(RKBMD) Pemeliharaan
yang tersedia

1 dokumen 48,14% 5 unit 5 unit 100% 100% 100%

3.26.02 PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA

Persentase Pertumbuhan
Kunjungan Wisatawan

15%
(5.181.283
orang)

59% 52% 24% 46,20% 60% 60%

3.26.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Perancangan dan
Perencanaan
Pengembangan Daya
Tarik Wisata Unggulan
Kabupaten/Kota

2 dokumen - 20 DTW 6 DTW 30,00% 24 DTW 24 DTW

3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah pelaku/pengelola
kawasan yang dibina

20 orang - - - - 20 orang 20 orang
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Kode
Urusan/ Bidang

Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)

Tahun 2027

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d
dengan
Tahun
2024

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2025 Target

Program
dan

Kegiatan
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2026

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah

Tahun 2025

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2025

Tingkat
Realisasi

(%)

Realisasi
Capaian

Program dan
Kegiatan s/d

Tahun
Berjalan

(Tahun 2026)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7-6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.26.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan

Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah destinasi
pariwisata yang dikelola/
dikembangkan

2 lokasi 75% 22 dewi 2 dewi 9,09% 24 Dewi 24 Dewi

3.26.02.2.03 Kegiatan Penetapan
Tanda Daftar Usaha
Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah usaha pariwisata
yang mendapatkan TDUP

70 usaha
pariwisata

100% 10
kecamatan

10
kecamatan

100% 10
kecamatan

10 kecamatan

3.26.03 PROGRAM
PEMASARAN
PARIWISATA

Persentase Peningkatan
Media Pemasaran
Pariwisata

5%
(10.797 like)

12% 60% 11% 18,40% 75% 75%

3.26.03.2.01 Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelenggaraan
Event Pariwisata

1 event 100% 5 kali 1 kali 20% 5 kali 5 kali

3.26.04 PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Persentase Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif yang
memenuhi Persyaratan
Pendaftaran HAKI

9%
(41 pelaku
ekraf)

- - - - 20% 20%

3.26.04.2.02 Kegiatan
Pengembangan
Ekosistem Ekonomi
Kreatif

Persentase Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif yang
memenuhi Persyaratan
Pendaftaran HAKI

9%
(41 pelaku
ekraf)

- - - - 3
ekosistem

3 ekosistem
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Kode
Urusan/ Bidang

Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)

Tahun 2027

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d
dengan
Tahun
2024

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2025 Target

Program
dan

Kegiatan
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2026

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah

Tahun 2025

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah
Tahun
2025

Tingkat
Realisasi

(%)

Realisasi
Capaian

Program dan
Kegiatan s/d

Tahun
Berjalan

(Tahun 2026)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7-6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.26.05 PROGRAM

PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Persentase Pelaku
Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Yang Aktif Dan
Tervalidasi

29%

(3.186
pelaku)

26,08% 60% 95% 158,33% 70% 70%

3.26.05.2.01 Kegiatan Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar

Jumlah SDM Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar yang
mendapat pelatihan atau
pembinaan

110 orang 100% 3 jenis 2 jenis 66.67% 3 jenis 3 jenis
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Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa pencapaian hasil

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak

terlepas dari adanya berbagai faktor pendorong, antara lain dukungan dan

sinergi dari seluruh pihak terkait, khususnya arahan dan kebijakan Bapak

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, para

Kepala Bidang, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, serta dukungan

penuh dari seluruh staf Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Indikator

kinerja persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berkualitas sesuai Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dengan target sebesar 52%.

Realisasi yang dicapai sebesar 24% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar

46,20%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 terdapat 6

DTW berkualitas dari total 25 DTW yang ada di Kabupaten Tabanan. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa program ini belum tercapai, karena masih terdapat

sejumlah DTW yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 untuk dikategorikan

sebagai DTW berkualitas.

Program Pemasaran Pariwisata memiliki indikator persentase

peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW dengan target sebesar 60%.

Realisasi yang dicapai sebesar 11% dengan tingkat capaian kinerja sebesar

18,40%, dimana jumlah kunjungan wisatawan ke DTW per November 2025

mencapai 2.289.031 wisatawan atau jumlah kunjungan wisatawan menurun

dari kunjungan wisatawan Tahun 2024 yang mencapai 3.395.857 wisatawan.

Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata

secara terpadu, perubahan tren perjalanan wisatawan, serta tingginya

persaingan antar destinasi wisata.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dengan Indikator kinerja persentase sumber daya manusia pariwisata dan

ekonomi kreatif yang berkualitas dengan target sebesar 60%. Realisasi yang

dicapai sebesar 95% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 158,33%.

Capaian yang melampaui target ini menunjukkan keberhasilan program dalam
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meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

melalui pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku usaha pariwisata.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan indikator kinerja persentase administrasi perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dengan target sebesar 100%.

Realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penunjang administrasi pemerintahan

telah berjalan optimal dan mampu mendukung pelaksanaan program teknis

Dinas Pariwisata secara efektif dan efisien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Standar pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan berpedoman

pada ketentuan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tabanan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga jenis

pelayanan yang dapat diukur kinerjanya, yaitu layanan penetapan desa wisata,

layanan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta layanan

penyediaan data dan informasi kepariwisataan.

Ketiga layanan tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang

mendukung pengembangan kepariwisataan daerah, baik melalui penguatan

kelembagaan masyarakat, pengembangan destinasi pariwisata, maupun

penyediaan data dan informasi kepariwisataan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk memberikan gambaran mengenai kinerja

pelayanan yang telah dilaksanakan, selanjutnya disajikan tabel analisis kinerja

pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.



Rancangan Awal Rencana Kerja 2027 | 14

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan

No
Indikator
Kinerja

Pelayanan
SPM/Standar
Nasional IKK

Target Realisasi Proyeksi Capaian
Catatan Analisis2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Jumlah desa

wisata yang
ditetapkan
sesuai
ketentuan

Layanan
Penetapan
Desa Wisata

2 Dewi 2 Dewi 2 Dewi 2 Dewi 2 Dewi 2 Dewi 2 Dewi 2 Dewi Capaian layanan
penetapan desa wisata
menunjukkan bahwa
proses penilaian dan
penetapan telah
dilaksanakan sesuai
standar pelayanan yang
ditetapkan.

2. Jumlah
Pokdarwis
yang
difasilitasi/
ditetapkan

Layanan
Pembentukan
Kelompok
Sadar Wisata
(Pokdarwis)

4
Pokdarwis

1
Pokdarwis

1
Pokdarwis

1
Pokdarwis

4
Pokdarwis

1
Pokdarwis

1
Pokdarwis

1
Pokdarwis

Pembentukan Pokdarwis
terlaksana dengan baik
melalui pendampingan
dan fasilitasi
kelembagaan masyarakat
pariwisata.

3. Persentase
permohonan
data dan
informasi

Layanan Data
dan Informasi
Kepariwisataan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan data dan
informasi kepariwisataan
telah dilaksanakan sesuai
standar pelayanan
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2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Pariwisata Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan tata kelola organisasi belum optimal akibat

keterbatasan sarana prasarana, SDM, dan anggaran;

2. Pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal;

3. Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal;

4. Kualitas dan daya saing SDM pariwisata serta partisipasi masyarakat

masih rendah;

5. Pengembangan ekonomi kreatif belum terarah, belum didukung

regulasi, dan belum terbentuk ekosistem kreatif;

6. Belum optimalnya peran desa wisata dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

7. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pelestarian lingkungan dan

pengelolaan sampah masih terbatas.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Penelaahan usulan program dan kegiatan dilakukan dengan

memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain

partisipatif, responsif, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan memperhatikan hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari

tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Penelaahan tersebut juga

mempertimbangkan kesesuaian usulan dengan permasalahan aktual serta isu-

isu strategis di bidang kepariwisataan.

Melalui penelaahan ini, rencana kerja yang disusun tidak hanya

memenuhi kebutuhan perencanaan Perangkat Daerah, tetapi juga diharapkan

mampu menjawab permasalahan dan aspirasi masyarakat, khususnya yang

berkaitan dengan pengembangan pariwisata daerah, sepanjang didukung oleh

ketersediaan anggaran sesuai program dan kegiatan. Selanjutnya, usulan

program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan prioritas pembangunan
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serta tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, sebagaimana

disajikan dalam Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2027.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2027
Dinas Pariwisatan Kabupaten Tabanan

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA

BESARAN/
VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

1 Program Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

Kabupaten
Tabanan

Persentase
Pertumbuhan
Kunjungan
Wisatawan

15%
(5.958.452
orang)

1.1 Kegiatan Pengelolaan
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota

Kabupaten
Tabanan

Jumlah Dokumen
Perancangan dan
Perencanaan
Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Unggulan
Kabupaten/Kota

2
Dokumen

1.2 Kegiatan Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota

Kabupaten
Tabanan

Jumlah
pelaku/pengelola
kawasan yang
dibina

20 Orang

1.3 Kegiatan Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

Kabupaten
Tabanan

Jumlah destinasi
pariwisata yang
dikelola/
dikembangkan

2 Lokasi

1.4 Kegiatan Penetapan
Tanda Daftar Usaha
Pariwisata
Kabupaten/Kota

Kabupaten
Tabanan

Jumlah usaha
pariwisata yang
mendapatkan
TDUP

70 Usaha
Pariwisata

2 Program Pemasaran
Pariwisata

Kabupaten
Tabanan

Persentase
Peningkatan Media
Pemasaran Pariwisata

5% (10.797
Like)

2.1 Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Kabupaten
Tabanan

Jumlah
Penyelenggaraan
Event Pariwisata

1 Event

3 Program
Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Kabupaten
Tabanan

Persentase Pelaku
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
Yang Aktif Dan
Tervalidasi

29%
(3.186
Pelaku)

3.1 Kegiatan Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar

Kabupaten
Tabanan

Jumlah SDM
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar yang
mendapat pelatihan
atau pembinaan

110
Orang
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NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA

BESARAN/
VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

4 Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual

Kabupaten
Tabanan

Persentase Pelaku
Usaha Ekonomi
Kreatif yang
memenuhi
Persyaratan
Pendaftaran HAKI

9%
(41 Pelaku
Ekraf)

4.1 Kegiatan
Pengembangan
Ekosistem Ekonomi
Kreatif

Kabupaten
Tabanan

Jumlah Pelaku
Usaha Ekonomi
Kreatif yang
memenuhi
Persyaratan
Pendaftaran HAKI

9%
(41 Pelaku
Ekraf)

5 Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten
Tabanan

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

78 (BB)

5.1 Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah

Kabupaten
Tabanan

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah

6
Dokumen

5.2 Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Kabupaten
Tabanan

Jumlah Dokumen
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

12
Dokumen

5.3 Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Kabupaten
Tabanan

Persentase
Tersedianya
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100%

5.4 Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan PD

Kabupaten
Tabanan

Jumlah Dokumen
Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah
(RKBMD)
Pemeliharaan yang
tersedia

1
Dokumen

5.5 Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten
Tabanan

Persentase
Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

100%

5.6 Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Kabupaten
Tabanan

Jumlah Dokumen
Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah
(RKBMD)
Pemeliharaan yang
tersedia

1
Dokumen
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten
Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan

kepariwisataan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan mengacu pada visi dan

misi Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029, yaitu: “Nangun
Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di
Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan
Madani.” Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam

Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi

Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip

Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola,

menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945

serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif,

akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang

Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, pembangunan kepariwisataan

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan pada tahun 2025-2029 mengemban Misi
ke-4 (empat) yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Bebasis
Potensi Sumber Daya Lokal” dengan program prioritas yang dilaksanakan

secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tabanan diarahkan untuk

mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal,

sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan daerah. Misi tersebut

diturunkan ke dalam tujuan pembangunan daerah yaitu terwujudnya

kemandirian ekonomi Kabupaten Tabanan yang merata dan berkelanjutan,

dengan sasaran strategis meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
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Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi pembangunan

Kabupaten difokuskan pada peningkatan industri pariwisata yang merata dan

regeneratif, yang menempatkan desa dan kawasan perdesaan sebagai basis

pengembangan pariwisata berkelanjutan. Arah kebijakan yang ditempuh antara

lain melalui pengembangan kawasan perdesaan prioritas Shiny Tabanan (Agro,

Eco, dan Edu Tourism), integrasi daerah tujuan wisata dengan desa wisata,

serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur pariwisata yang mendukung

konektivitas dan kenyamanan destinasi.

Selanjutnya, kebijakan Kabupaten juga diarahkan pada penambahan

dan penguatan atraksi pariwisata, penguatan kelembagaan pengelolaan

destinasi pariwisata, serta peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata

melalui pemanfaatan platform digital dan kerja sama dengan lembaga serta

pelaku pariwisata. Kebijakan tersebut diperkuat dengan pengembangan

ekonomi kreatif yang bersifat regeneratif, guna meningkatkan partisipasi

masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan

manfaat ekonomi pariwisata.

Telaahan kebijakan Kabupaten ini menjadi landasan bagi Dinas

Pariwisata dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada

Rencana Kerja Tahun 2027 agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan daerah, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap

pencapaian kemandirian ekonomi Kabupaten Tabanan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun mendatang. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang harus

dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang

mempengaruhi, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan menetapkan

tujuan Renstra yaitu “Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif” sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran (RPJMD)

Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029
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Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga

merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan tahun 2025 –2029 yaitu

“Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Tahun 2027 beserta indikator kinerja dan target capaian selanjutnya disajikan

dalam tabel berikut, yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas

Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 serta mendukung

pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Tahun 2027

No Tujuan/Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran

Definisi
Operasional/
Sumber Daya
Target Kinerja

Target
Capaian
Tahun
2027

1. Tujuan :

Meningkatnya Nilai
Tambah Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Rasio PDRB
Penyediaan
Akmodasi, Makan,
Minum

Data BPS 23,37

2. Sasaran :

Meningkatnya Nilai
Tambah Sektor
Pariwisata

Kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap
PAD

Data Bakeuda 22,29

3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun

2027 disusun berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025–2029,

dengan memperhatikan evaluasi kinerja dan isu strategis pembangunan

pariwisata. Rumusan program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel 3.2

sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Dan Perkiraan Maju Tahun 2028
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027,

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan melakukan pengkajian secara

komprehensif terhadap usulan partisipatif, pendekatan teknokratik,

serta arah kebijakan dan asumsi politis. Pengkajian tersebut

bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan

anggaran dan kinerja, sehingga selaras dengan sasaran dan arah

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029.

Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2027 juga disinergikan

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Tabanan serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis

yang berkembang, baik pada tingkat daerah maupun nasional.

Dengan demikian, perencanaan program dan kegiatan diharapkan

mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan pariwisata

secara efektif dan berkelanjutan. Adapun rancangan penganggaran

dan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan disajikan pada

Tabel 4.1.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PARIWISATAN KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2027

BIDANG URUSAN/
PROGRAM/ OUTCOME/

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2027

TARGET Rp.

1 2 3 4

Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata

8.650.080.000

Program Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

Persentase Pertumbuhan
Kunjungan Wisatawan

15%
(5.958.452
orang)

1.100.000.000
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM/ OUTCOME/

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2027

TARGET Rp.

1 2 3 4

Kegiatan Pengelolaan
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Perancangan dan
Perencanaan
Pengembangan Daya Tarik
Wisata Unggulan
Kabupaten/Kota

2 Dokumen 570.000.000

Sub Kegiatan Pengadaan
/Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Daya
Tarik Wisata Unnggulan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi Daya Tarik
Unggulan Kabupaten/Kota
Sesuai dengan Tahapan
Pengembangan (Rintisan,
Berkembang,Pemantapan,
Revitalisasi)

2 Lokasi 500.000.000

Sub Kegiatan
Perencanaan dan
Perancangan Daya Tarik
Wisata Unggulan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Perancangan dan
Perencanaan
Pengembangan Daya Tarik
Wisata Unggulan
Kabupaten/Kota

2 Dokumen 70.000.000

Kegiatan Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah pelaku/pengelola
kawasan yang dibina

20 Orang 35.000.000

Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
SDM Pengelola Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Pengelola
Pariwisata Strategis
Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan

20 Orang 35.000.000

Kegiatan Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah destinasi
pariwisata yang dikelola/
dikembangkan

2 Lokasi 305.000.000

Sub Kegiatan Penetapan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
yang Ditetapkan

2 Lokasi 75.000.000

Sub Kegiatan
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
yang Dikembangkan
Sesuai dengan Tahapan
Pengembangan (Rintisan,
Berkembang, Pemantapan,
Revitalisasi)

2 Lokasi 165.000.000

Sub Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

1 Laporan 65.000.000

Kegiatan Penetapan
Tanda Daftar Usaha
Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah usaha pariwisata
yang mendapatkan TDUP

70 Usaha
Pariwisata

190.000.000
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM/ OUTCOME/

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2027

TARGET Rp.

1 2 3 4

Sub Kegiatan
Pengawasan dan
Pembinaan Kepatuhan
Pelaku Usaha Pariwisata
yang telah tersertifikasi
CHSE (berdasarkan
Permenpar No. 13 tahun
2020 dan SNI 9042 :
2021) dalam
melaksanakan Standar
CHSE di Kabupaten/ Kota

Jumlah usaha pariwisata
yang telah terseftifikasi
CHSE yang dibina dan
diawasi

2 Pelaku
Usaha

100.000.000

Sub Kegiatan Fasilitasi
Sertifikasi SNI 9042 :
2021/ SNI CHSE di
Kabupaten/Kota

Jumlah usaha pariwisata
dan ekonomi kreatif yang
difasilitasi sertifikasi SNI
9042:2021

3 Usaha 90.000.000

Program Pemasaran
Pariwisata

Persentase Peningkatan Media
Pemasaran Pariwisata

5%

(10.797 Like)

500.000.000

Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelenggaraan
Event Pariwisata

1 Event 500.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Data dan Penyebaran
Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota, Baik
Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penyediaan
Data dan Penyebaran
Informasi Pariwisata
Kabupaten/ Kota, Baik
Dalam dan Luar Negeri

1 Dokumen 37.000.000

Sub Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

1 Dokumen 15.000.000

Sub Kegiatan Fasilitasi
Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Baik Dalam
dan Luar Negeri
Pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan
Pemasaran Pariwisata
Baik Dalam dan Luar
Negeri

1 Kegiatan 375.000.000

Sub Kegiatan Penguatan
Promosi Melalui Media
Cetak, Elektronik, dan
Media Lainnya Baik
Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Promosi
Melalui Media Cetak,
Elektronik, dan Media
Lainnya Baik Dalam dan
Luar Negeri

2 Dokumen 73.000.000
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM/ OUTCOME/

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2027

TARGET Rp.

1 2 3 4

Program Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Persentase Pelaku
Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Yang Aktif Dan
Tervalidasi

29%
(3.186 Pelaku)

1.000.000.000

Kegiatan Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar

Jumlah SDM Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar yang
mendapat pelatihan atau
pembinaan

110 Orang 1.000.000.000

Sub Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan
Kompetensi SDM
Ekonomi Kreatif

Jumlah SDM Ekonomi
Kreatif yang Mengikuti
Fasilitasi Pengembangan
Kompetensi SDM Ekonomi
Kreatif

40 Orang 745.568.000

Sub Kegiatan
Pemberdayaan dan
Pembinaan Masyarakat
untuk Pengembangan
Pariwisata

Jumlah Masyarakat yang
memperoleh
Pemberdayaan dan
Pembinaan Masyarakat
untuk pengembangan
Pariwisata

20 Orang 247.432.000

Sub Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

1 Laporan 7.000.000

Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual

Persentase Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif yang
memenuhi Persyaratan
Pendaftaran HAKI

9%
(41 Pelaku Ekraf)

100.000.000

Kegiatan Pengembangan
Ekosistem Ekonomi Kreatif

Jumlah Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif yang
memenuhi Persyaratan
Pendaftaran HAKI

9%
(41 Pelaku Ekraf)

100.000.000

Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana
Aksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif

Jumlah Dokumen Rencana
Aksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif

1 Dokumen 60.000.000

Sub Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Pengembangan
Ekosistem Ekonomi
Kreatif

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Ekosistem
Ekonomi Kreatif

1 Laporan 20.000.000



Rancangan Awal Rencana Kerja 2027 | 49

BIDANG URUSAN/
PROGRAM/ OUTCOME/

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2027

TARGET Rp.

1 2 3 4

Sub Kegiatan Fasilitasi
Pendaftaran Kekayaan
Intelektual

Jumlah produk Hasil
Pencatatan atas Hak Cipta
dan Hak Terkait,
Pendaftaran Hak
Kekayaan Industri kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif,
serta Pemanfaatan
Kekayaan Intelektual
kepada Pelaku Ekraf

15 Produk 20.000.000

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

78 (BB) 5.950.080.000

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat Daerah

6 Dokumen 5.000.000

Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

2 dokumen 3.000.000

Sub Kegiatan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

4 laporan 2.000.000

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

12 Dokumen 5.402.580.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

420 orang 5.400.080.000

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

12 laporan 2.500.000

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Persentase Tersedianya
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100% 130.500.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

1 Paket 3.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan
RumahTangga yang
Disediakan

1 Paket 2.500.000
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM/ OUTCOME/

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2027

TARGET Rp.

1 2 3 4

Sub Kegiatan Penyediaan
Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

1 Paket 50.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket 5.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Bahan/Material

Jumlah Paket
Bahan/Material yang
Disediakan

1 Paket 15.000.000

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

5 Laporan 50.000.000

Sub Kegiatan
Penatausahaan Arsip

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

2 Dokumen 5.000.000

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan PD

Jumlah Dokumen Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD)
Pemeliharaan yang
tersedia

1 Dokumen 65.000.000

Sub Kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

5 Unit 65.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100% 247.000.000

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1 Laporan 2.000.000

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

3 Laporan 35.000.000

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

12 Laporan 210.000.000

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD)
Pemeliharaan yang
tersedia

1 Dokumen 100.000.000
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BIDANG URUSAN/
PROGRAM/ OUTCOME/

KEGIATAN/
SUBKEGIATAN/ OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2027

TARGET Rp.

1 2 3 4

Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

6 Unit 85.000.000

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

10 Unit 15.000.000
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun

2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029. Renja ini merupakan

bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi

sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam

satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan kepariwisataan daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten

Tabanan Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategis

yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tabanan. Proses penyusunan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi

kinerja tahun sebelumnya, usulan partisipatif masyarakat, kebutuhan

teknokratis, serta asumsi dan kebijakan pembangunan daerah, dengan tetap

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dinamika lingkungan

strategis.

Renja Tahun 2027 disusun untuk memastikan keterkaitan yang jelas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.

Melalui Renja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan pada setiap

indikator kinerja program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan,

pengendalian, serta evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun

2027, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut adalah

sebagai berikut:

1. Menetapkan skala prioritas program dan kegiatan secara selektif dan

terarah sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029.
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2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya aparatur, anggaran, dan

sarana prasarana secara efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja

Perangkat Daerah.

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan

kegiatan, baik secara internal Perangkat Daerah maupun dengan perangkat

daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan Tahun 2027 ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan

kepariwisataan daerah dapat berjalan secara terencana, terukur, dan

berkelanjutan, serta mampu mendukung terwujudnya destinasi pariwisata

Kabupaten Tabanan yang berkualitas, berdaya saing, dan berlandaskan

kearifan lokal sesuai arah kebijakan Renstra Tahun 2025–2029.

Singasana, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan

A.A Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690621 198903 1 005


